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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XX/2022 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

7 Juli 2022

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, pukul 10.40 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Virtual Pengucapan Putusan Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
dalam Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan
Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di
lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian,
Sekretariat Jenderal DPR RIL.

PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam perkara 35/PUU-XX/2022
diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indoensia (Partai Gelora Indonesia) yang
diwakili oleh H. M. Anis Matta, LC (Ketua Umum Partai Gelora Indonesia) dan
Drs. Mahfuz Sidik, M.Si. (Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia) dengan
memberikan kuasa kepada Dr. Guntur F. Prisanto, S.E., S.H., M.Hum., M.H., dKk,
advokat, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.
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. PASAL/AYAT UU 7/2017YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian frasa
“secara serentak” pada Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, yang
selengkapnya berketentuan sebagai berikut:

Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017
“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari
yang diliburkan secara nasional”

Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017
“Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”

. BATU U]JI

Bahwa frasa “secara serentak” pada Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU
7/2017 dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017
dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan
bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi
dan relevansinya untuk mendengar Kketerangan pihak-pihak sebagaimana
disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil
permohonan Pemohon a quo Mahkamah terlebih dahulu akan
mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60
ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK
2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
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Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal
167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 pernah diajukan sebelumnya dan
telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada 24 November 2021, dengan masing-masing
amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Setelah
dipelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019
menggunakan dasar pengujiannya adalah Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, Pasal
28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, Perkara Nomor
55/PUU-XVII/2019 dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1),
dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 dasar
pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Pemohon a quo menggunakan dasar
pengujiannya adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Selanjutnya, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan, Perkara
Nomor 37 /PUU-XVII/2019 adalah penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019
yang dinilai tidak memberikan perlindungan atas diri pribadi bagi masyarakat
dan pembengkakan anggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 sehingga mengancam
agenda pemerintahan dalam peningkatan kesejahteraan. Kemudian, Perkara
Nomor 55/PUU-XVII/2019 menggunakan alasan penyelenggaraan Pemilu
Serentak Lima Kotak sebagaimana yang diselenggarakan tahun 2019 adalah
inkonstitusional karena tidak dilakukan antara pemisahan Pemilu Nasional
dengan Pemilu lokal. Sementara itu, Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021
menggunakan alasan pemilihan lima kotak secara bersamaan pada Pemilu Tahun
2024 menyebabkan beratnya beban kerja yang dialami oleh petugas
penyelenggara pemilu. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan a
quo adalah penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan
pada hari yang sama telah menghalangi Pemohon untuk mengusulkan calon
Presiden dan Wakil Presiden;

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian maupun alasan
konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, Nomor
55/PUU-XVII/2019, dan Nomor 16/PUU-XIX/2021 dengan dasar pengujian
maupun alasan konstitusional permohonan a quo. Dalam perkara a quo, salah
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satunya menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak
digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019,
Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Nomor 16/PUU-XIX/2021. Sementara itu, alasan
pengujian “penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan
pada hari yang sama telah menghalangi Pemohon untuk mengusulkan calon
Presiden dan Wakil Presiden” pun belum digunakan dalam ketiga permohonan a
quo. Oleh Kkarena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon
beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2)
UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan
kembali;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara
saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan
mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan, telah ternyata yang
intinya  dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan
inkonstitusionalitas frasa “secara serentak” yang termaktub dalam norma Pasal
167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017. Sebagaimana didalilkan Pemohon,
frasa dalam kedua norma a quo potensial menghalangi memajukan diri dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,
dan negara guna mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bagi Pemohon,
waktu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan berbeda dari
waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah tetap
konstitusional sepanjang dilaksanakan pada tahun yang sama, meskipun bukan
pada hari yang sama. Model yang demikian tetap dapat dikatakan sebagai model
Pemilu Serentak dengan basis keserentakan tahun penyelenggaraan. Ihwal
permasalahan Kkonstitusionalitas tersebut Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, dan
DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah perlu
menegaskan kembali perkembangannya sejak pemilihan umum Presiden dan
Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 6A
ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam
satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Karena reformasi konstitusi (1999-
2002) tuntas pada tahun 2002, amanat Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 tersebut
dilaksanakan dalam Pemilu 2004. Dalam praktiknya, waktu penyelenggaraan
Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan terpisah dengan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden. Ketika itu, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
dilaksanakan lebih awal (dahulu) dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden.

Setelah Pemilu 2004 tersebut, waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD,
dan DPRD yang dipisahkan dari waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan
wakil Presiden dipersoalkan atau diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah
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melalui Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Setelah perkara tersebut
diperiksa, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 18 Februari 2009,
Mahkamah pada intinya menyatakan Pemilu anggota lembaga perwakilan
(anggota DPR, DPD, dan DPRD) yang dilaksanakan lebih dulu dari Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden sebagai sesuatu yang konstitusional. Karena
pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 tetap
diselenggarakan seperti Pemilu 2004, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
diselenggarakan lebih awal (dahulu) dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden.

Perkembangan selanjutnya, meskipun Pemilu 2014 penyelenggaraannya tetap
terpisah antara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, namun beberapa waktu menjelang penyelenggaraan Pemilu
2014, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 23 Januari 2014,
Mahkamah menggeser pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
51-52-59/PUU-VI/2008. Pada intinya, Mahkamah menyatakan penyelenggaraan
Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang terpisah (tidak serentak) dengan
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak sejalan dengan
prinsip konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu yang terpisah
tersebut dinyatakan inkonstitusional. @Namun demikian, sekalipun
penyelenggaraan Pemilu yang terpisah tersebut dinyatakan inkonstitusional,
secara faktual Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 diucapkan
berdekatan dengan tahap pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD,
dan DPRD Tahun 2014, sehingga Mahkamah mempertimbangkan dan
menyatakan penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut baru dilaksanakan pada
Pemilu 2019.

Kemudian, setelah berbagai pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019,
Mahkamah tetap dengan pendiriannya ihwal keserentakan penyelenggaraan
Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
adalah konstitusional dengan memberikan beberapa alternatif pilihan model
pelaksanaan Pemilu serentak sebagaimana termaktub dalam pertimbangan
hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, dalam Paragraf
[3.16], sebagai berikut:
“Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum
serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks
penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna
pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-XI1/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan
umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:
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1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD,
Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;

2. Pemilihan umum serentak wuntuk memilih anggota DPR, DPD,
Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD,
Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD,
Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan
Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi,
anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan
Bupati/Walikota;

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD,
Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan
Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi
dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya
dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih
anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;

6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat Kkeserentakan
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil
Presiden.

Berdasarkan wuraian di atas, meskipun Mahkamah memberikan beberapa
kemungkinan alternatif pilihan model pelaksanaan Pemilu serentak, namun
demikian pilihan model pelaksanaan Pemilu serentak tersebut tetap harus
menjaga sifat keserentakan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD dengan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sikap dan pendirian Mahkamah demikian
telah didasarkan kepada original intent UUD 1945, doktriner dan praktik dengan
basis argumentasi keserentakan Pemilu untuk memilih anggota lembaga
perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan
presidensial. Artinya, meskipun terbuka kemungkinan untuk menggeser
pendiriannya, namun sampai sejauh ini Mahkamah belum memiliki alasan yang
kuat untuk menggeser pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dimaksud. Terlebih lagi,
keinginan Pemohon untuk “memisahkan waktu penyelenggaraan Pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak
dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama dengan
penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan lebih dahulu
dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” sama saja dengan
mengembalikan kepada model penyelenggaraan Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan
Pemilu 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh
Mahkamah. Bahkan, sikap demikian telah Mahkamah tegaskan kembali dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada 24 November 2021. Oleh karena itu,
belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi
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Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan
dengan frasa “secara serentak” sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347
ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum

. AMAR PUTUSAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

. PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu,
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022 yang
menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya terhadap
pengujian pada Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017
mengandung arti bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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